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ABSTRAK

Sri Puspita Rahayu/222017112/2022/Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja
Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening
(Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-
2019).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Belanja Modal
Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai
Variabel Intervening. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Terdapat tiga
variabel digunakan yaitu Belanja Modal, Kinerja Keuangan dan Pendapatan Asli
Daerah. Populasi dan Sampel Penelitian adalah 17 Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2018-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini
data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
(DJPK). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dibantu oleh
Statistical Product and Service Solution (SPSS). Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa belanja modal tidak bepengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
daerah, pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
daerah. Dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli
daerah.

Kata Kunci: Belanja Modal, Kinerja Keuangan Daerah, dan Pendapatan
Asli Daerah
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting guna
memperbaiki kesejahteraan warga Negara. Menurut Undang-Undang No.23
tahun 2014 Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut prakarsa sendiri
berlandaskan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Republik Indonesia
(Sujarweni, 2015: 230). Pencapaian otonomi tidak hanya dalam
pemberitahuan hukum, melainkan juga kebutuhan globalisasi, yang diperkuat

dengan memberi daerah kewenangan yang lebih besar (www.kompas.com).

Pemerintah memegang berbagai anggaran diantaranya Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Dr. Rudy Badrudin
(2017:98) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu
rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau
penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi,
kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam
kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh
DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah).

Otonomi Daerah ini punya harapan baik bagi pemerintah daerah untuk

menguji kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otoritas yang


http://www.kompas.com/

menjadi hak daerah. Pemerintah Daerah mempunyai peluang dalamberkarya
membangun daerahnya, tetapi dengan memperhatikan ketetapan perundang-
undangan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Bagian Ketiga Pasal
3 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa (1) Pengelolaan
Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada
ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengelolaan keuangan daerah
dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun
ditetapkan dengan peraturan daerah.

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran Kkinerja pada suatu organisasi
yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada
dasarnya dilakukan untuk memperkirakan masa lalu dengan melakukan
berbagai ulasan sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas
atau mewakili kondisi pada suatu organisasi. Pengukuran kinerja keuangan
pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan
kemampuan keuangan daerah tersebut dalam hal pembiayaan penerapan
otonomi daerah.

Menurut Kasmir (2012:7), Laporan keuangan adalah laporan yang
menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu

periode tertentu. Untuk mengetahui terjadinya kenaikan atau tidak dalam



kinerja keuangan maka dapat dilakukan kajian keuangan terlebih dahulu,
selepas mendapati hasilnya maka dapat diketahui juga kinerja keuangan
perusahaan tersebut dikatakan baik atau buruk.

Menurut isna dan Ayu (2015:78) kinerja keuangan merupakan salah
satu isu yang sangat penting dikaji dalam organisasi sektor publik
termasuk pemerintahan, sejak diterapkannya penganggaran berbasis
kinerja, semua pemerintah dituntut untuk mampu menghasilkan
kinerja keuangan pemerintah secara baik agar dapat memperhatikan
efektivitas, efesiensi dan ekonomis. Dari pernyataan ini, maka dapat penulis
simpulkan bahwa kinerja keuangan daerah adalah mengukur kinerja keuangan
pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat
oleh pemerintah pusat sesuai dengan memerhatikan efektivitas, efisensi dan
ekonomis.

Kinerja keuangan hanya salah satu alat untuk mengukur bagaimana
hasil pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi sesuai dengan prinsip
value for money (efesien, efektif dan ekonomis). Analisis rasio keuangan
memudahkan publik dalam menilai kinerja pemda dalam pengelolaan
keuangan selain itu juga dapat digunakansebagai pemerintah untuk membantu
membuat strategi keuangan maupun non keuangan berfokus pada tujuan dan
sasaran program yang pada akhirnya akan meningkatkan efesien dan efektifitas
sektor publik dalam pemberian pelayanan publik.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh

aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode



akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah,
gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Aset tetap adalah
syarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh daerah. Untuk
menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk
belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan
prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun
untuk fasilitas publik. Umumnya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap
oleh pemerintahan daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari
pungutan-pungutan yang dilaksanakan oleh daerah berdasarkan peraturan-
peraturan yang berlaku yang dapat dikenakan kepada setiap orang maupun
badan usaha milik pemerintah maupun swasta karena perolehan jasa yang
diberikan oleh pemerintah tersebut. Sumber pendapatan yang berasal dari
pendapatan asli daerah merupakan sumber pendanaan dalam penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan disuatu daerah (Halim, 2014:169). Sedangkan menurut
Mahmudi (Baldric, 2017:23) berpendapat bahwa penerimaan yang diperoleh
daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-
undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang
sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu
daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah..

Pendapatan asli daerah yang dihasilkan daerah memiliki peran serta terhadap



pertumbuhan pendapatan sehingga pemerintah daerah mampu meminimalkan
ketergantungannya terhadap bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan lim, Nunuy, Arie (2019)
menyimpulkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh signifikan terhadap
kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Penelitian terdahulu yang
dilakukan Riko (2015) bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif
terhadap alokasi belanja modal. Sama hal dengan penelitian yang dilakukan
Isti (2016) bahwa pendapatan asli daerah terhadap belanja modal berpengaruh
positif yang berarti semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diterima oleh
daerah maka semakin besar pula belanja modal yang dapat dialokasikan oleh
daerah tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ni Luh, Wayan, |
Wayan (2014) dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan
antara pendapatan asli daerah terhadap belanja modal.

Tabel 1.1
Belanja Modal Kabupaten/Kota
Di Sumatera Selatan Tahun 2018-2019

No | Kota/Kabupaten | Tahun Belanja Modal

2018 328.753.610.069
1. | Kab. OKU 2019 348.992.623.346
2018 302.186.496.005
2019 626.423.290.261
2018 556.628.833.664
2019 888.469.027.757
2018 309.562.329.259
2019 396.808.861.446
2018 361.982.548.505
2019 430.926.194.698
Kab.Musi 2018 871.952.810.973
Banyuasin 2019 | 1.102.419.234.361
2018 266.429.179.609
2019 424.906.574.189

2. | Kab. OKI

3. | Kab. Muara Enim

4. | Kab. Lahat

5. | Kab.Musi Rawas

7. | Kab. Banyuasin




2018 311.605.526.136
2019 381.552.391.906
2018 278.116.679.110
2019 508.497.584.655
2018 275.666.163.928
2019 323.235.226.236

8. | Kab. OKU Selatan

9. | Kab. OKU Timur

10. | Kab. Ogan Ilir

1 Kab. Empat 2018 248.436.146.175
" | Lawang 2019 253.146.607.390

. 2018 622.813.258.526

12. | Kab. Pali 2019 764.119.060.810
13 | Kab Musi 2018 323.942.165.957
" | Rawas Utara 2019 394.412.850.373

2018 851.367.126.024
2019 1.115.910.029.299
2018 119.551.241.841
2019 311.715.302.708

14. | Kota Palembang

15. | Kota Prabumulih

2018 92.576.062.279
16. | Kota Pagar Alam  —7 79 216.250.532.961
1 | Kota Lubuk 2018 209.920.267.732
| Linggau 2019 254.283.952.721

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id, 2022

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan
pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat
sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Pengukuran kinerja juga perlu
dilakukan untuk menjadi tolak ukur dalam upaya meningkatkan Kinerja,
diantaranya kinerja keuangan pemda pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja
keuangan pemda sangatlah penting, yang bertujuan membantu pemda menilai
capaian suatu strategi atau evaluasi suatu program kegiatan melalui alat ukur
finansial (Mahmudi, 2016).

Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah

satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa


http://www.djpk.kemenkeu.go.id/

rasio yang bisa digunakan adalah : Rasio Efektivitas PAD,Rasio Kemandirian
Keuangan Daerah dan Rasio Efisiensi.
Kriteria Rasio Efektivitas Keuangan Daerah diambil dari kriteria penilaian

yang ditentukan oleh (Sudaryono et.al., 2017) dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1.2
Kriteria Efektivitas
No Persentase Kinerja Keuangan Kriteria
1 >100 Sangat Efektif
2 90 -100 Efektif
3 80-90 Cukup Efektif
4 60 — 80 Kurang Efektif
5 <60 Tidak Efektif

Sumber: Sudaryono et.al., 2017

Untuk mengetahui kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan
PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan
potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas semakin baik Kkinerja
pemerintah daerah. Hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan
Daerah dapat dilihat pada tabel dibawabh ini:

Tabel 1.3
Kinerja Keuangan Daerah (Rasio Efektivitas)
Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan 2018-2019

Kinerja
Realisasi Tar_get Keuangan
Kab/Kota | Tahun . Penerimaan Daerah
Penerimaan PAD .
Anggaran (Rasio
Efektivitas)
2018 156.622.053.791 159.534.221.797 98,17
Kab. OKU 2019 145.563.548.513 124.996.325.806 116,45
b 2018 | 235.946.143.259 356.429.244.700 66,20
Kab. OKI 2019 195.401.652.978 190.197.170.951 102,74
Kab. Muara | 2018 | 232.468.708.585 171.691.413.937 135,40
Enim 2019 | 303.296.321.152 227.483.295.226 133,33
Kab. Lahat 2018 112.571.296.475 121.765.768.419 92,45




2019 | 141.161.144250 | 111165768419 | 126,98

Kab.Musi | 2018 | 106.289.385.325 | 121.862.955.008 87.22
Rawas 2019 | 128563.715.133 | 140.435.954.468 91,55
Kab.Musi | 2018 | 210.238.037.284 | 212.733.644.000 98.83
Banyuasin | 2010 | 286.594.847.516 | 287.089.026.502 99,83
Kab. 2018 | 140.602.072.490 | 110.633.838.345 | 127,09
Banyuasin 2019 200.616.348.310 137.051.490.200 146,38
Kab.OKU | 2018 | 42.993.134.752 | 41.950.500.000 102,49
Selatan 2019 | 57.669.139.991 | 47.423.500.000 121,60
Kab.OKU | 2018 | 85235157.421 | 73.129.728.500 116,55
Timur 2019 | 99.017.727.658 | 90.524.777.000 109,38
Kab. Ogan | 2018 | 55.362.963.113 | 203.562.235500 27.20
llir 2019 | 86.150.568.157 | 113.830.663.468 75,68
Kab. Empat | 2018 | 32.217.492.489 | 42.061.237.157 76,60
Lawang 2019 | 41.672.141.481 | 52.348.231.630 7961
| 2018 | 74.392.980925 | 82.956.713.030 89,68
Kab.Pali 019 | 84.794.229.883 | 93.629.780546 90,56
Kab. Musi | 2018 | 30.141.830.710 | 35.659.028.000 84,53
5?;’::5 2019 | 37.574.950.357 | 54.630.672.000 68,78
Kota 2018 | 953.302.082.628 | 1.055.615.406.565 | 90,31
Palembang | 2019 | 1.081.114.690.868 | 1.652.647.400.000 | 6542
Kota 2018 | 90.910521.066 | 114.058.001.251 7971
Prabumulih | 2019 | 100.975.564.957 | 96.498.000.000 104.64
KotaPagar | 2018 | 73.600.344354 | 62.107.054.619 118 51
Alam 2019 | 60.064.187.983 | 44.411.346.576 13525
Kota Lubuk | 2018 | 105.606.815.787 | 114.914.955.768 91,90
Linggau 2019 | 100.950.256.994 | 92.050.000.000 109,67

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 1.3 diatas rasio efektivitas terlihat bahwa secara keseluruhan
efektivitas kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera
Selatan pada tahun 2018 rata-rata berada pada kriteria sangat efektif dan cukup
efektif, tetapi pada Kab. Ol berada pada kriteria yang tidak efektif yaitu 27,20.
Sedangkan pada tahun 2019 rata-rata berada pada kriteria sangat efektif dan

kurang efektif, namun pada Kab. Musi Rawas dan Kab. Musi Banyuasin



memiliki Kriteria yang efektif yaitu 91,55 dan 99,83 ,Sedangkan pada Kab. Pali
memiliki kriteria yang cukup efektif yaitu 90,56.

Rasio Efektivitas keuangan daerah memberikan perkiraan bagaimana
kinerja keuangan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD dari nilai target
anggarannya. Rasio ini merupakan besar PAD yang terealisasi dibandingkan
target anggarannya. Dengan demikian, rasio ini memberikan informasi sejauh
mana upaya pemerintah daerah setempat memaksimalkan potensi PAD agar
dapat terserap secara optimal.

Semakin tinggi Rasio Efektivitas berarti tingkat ketergantungan daerah
terhadap bantuan pihak luar semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.
Semakin tinggi rasio efektivitas menunjukkan semakin tingginya partisipasi
masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan
komponen utama pendapatan asli daerah.

Tabel 1.4
Pendapatan Asli Daerah Kab/Kota
Provinsi Sumatera Selatan 2018-2019

No Kota/Kabupaten Tahun PAD
201 156.622.053.791
1. | Kab. OKU 2813 122.263.222.523
201 235.946.143.2
2. | Kab. OKI 2813 132.20(13.652.9?293
_ 201 232.468.708.
3. Kab. Muara Enim 2813 3332823?;?22
201 112.571.296.47
4. | Kab. Lahat 2813 141.?61.132.25(5)
_ 201 106.289.385.32
5. Kab.Musi Rawas 2813 122522322\:32
) . 2018 210.238.037.284
6. Kab.Musi Banyuasin 2019 286.594.847 516

7. Kab. Banyuasin 2018 140.602.072.490
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2019 200.616.348.310
2018 42.993.134.752

8. Kab. OKU Selatan 2019 57 669 139.991
. 2018 85.235.157.421

9. | Kab. OKU Timur 2019 99.017.727.658
. 2018 55.362.963.113

10| Kab. Ogan Ilir 2019 86.150.568.157
2018 32.217.492.489

11. Kab. Empat Lawang 2019 41672141481
. 2018 74.392.980.925

12. | Kab. Pali 2019 84.794.229.883
13 | Kab Musi 2018 30.141.830.710
' Rawas Utara 2019 37.574.950.357
2018 953.302.082.628

14. | Kota Palembang 2019 1.081.114.690.868
. 2018 90.910.521.066

15. Kota Prabumulih 2019 100.975.564.957
16. | Kota Pagar Alam 2018 73.600.344.354
2019 60.064.187.983

. 2018 105.606.815.787

17. Kota Lubuk Linggau 2019 100.950.256.994

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id, 2022

Berdasarkan latar belakang di atas, dan perbedaan hasil penelitian-penelitian
yang telah dilakukan, peneliti tetarik untuk meneliti kembali mengenai Belanja
Modal, Kinerja Keuangan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah dengan judul :
“Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dengan
Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening Kabupaten/Kota

Provinsi Sumatera Selatan 2018-2019”


http://www.djpk.kemenkeu.go.id/
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas,

maka dapat di identifikasikan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan
Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?

2. Bagaimanakah Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja
Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?

3. Bagaimanakah Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan
dari penelitian ini adalah sebagi berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan
Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi
Sumatera Selatan.

2. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja
Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

3. Untuk mengetahui Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
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D. Manfaat Penelitian

Hasil yang akan dicapai pada penelitian ini diharapkan akan memberi

manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
Menambah pengetahuan dan wawasan penulis berkaitan dengan penelitian
mengenai pengaruh belanja modal terhadapkinerja keuangan daerah
dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening

2. Bagi Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten di Wilayah Sumatera
Selatan.
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan bagi
pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan dasar dan bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah

3. Bagi Almamater
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi
penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian pengaruh belanja
modal terhadap kinerja keuangan daerah dengan pendapatan asli daerah

sebagai variabel intervening.
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